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GUBERNUR LAMPUNG 

KBPVrl1SA1f GUBBRJroR LAMP11NG
 
NOIllOR: G/ ~a6 /B.V/HK/2016
 

TBNTAliO 

~VBAHAN I.AIIPIRAII KEPUTUSAN GVBER1fUR LAllIPUBG ROMOR G/1l6/B.V/
 
HK/2016 TENTAlfG PEN11NJlJKAIf K11ASA PENG011NA AlfGOARAIf (KPAI.
 
PEJABAT PEIIIBl1AT KOlllITllIEN (PPKI. PEJABAT PENAlfDATANGAIf SURAT
 
PERIRTAII MEllIBAYAR (PP8PllII DAIf IIENDAIIARA PENGELl1ARAl'f AlfGGARAIf
 

PEImAPATAIf DAIf BELARJA l'fEGARA (APBNI/DEKONSERTRASI PADA
 
BIRO TATA PEllIERDlTAHAN 11llIlJM SEKRETARIAT DAERAH
 

PROVIRSI LAllIPUlfG TAH11N ANGGARAIf 2016
 

GtJBERl'f11R LAIIP11RG. 

Membaca	 Nota Dinas Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah 
Provinsi Lampung Nomor : 033/KPf>f>K/m/Ol/~()16 tanggal 18 Maret 
2016 Hal Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada 
Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 
Tahun Anggaran 2016; 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan 
dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun 
Anggaran 2016 yang dikelola oleh Biro Tata Pemerintahan Umum 
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan 
Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung 
Nomor G/1l6/B.V/ HK/2016; 

b.	 bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung 
Nomor: 821.21/213/11.10/2016 Tentang Alih Tugas Pegawai Negeri 
Sipil atas nama Drs. Intizam NIP. 19660226 198610 1 001 
PafigkiU/ Golongan Pembina Tingkat I (IV/b) dan Usulan 
Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Tata 
Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi I..ampung Tahun 
Anggaran 2016). serta untuk menyesuaikan kembali terhadap 
Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/116/B.V/HK/2016, 
perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung 
sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan 
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung; 
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Mengingat	 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 
3.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 
4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5.	 Undang-Undang Nemer 14 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016j 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

7.	 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016; 

8.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomer 11 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan TatakeIja Sekretariat Daerah Provinsi dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinei Lampung 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014; 

1IEMUTl18KAB: 

Menetapkan:	 PBRU'BAIIAJI LAMPlRAIf KBPUTUSAl'f GUBBRNUR LAMPURG 
NOMOR G/116/B.V/HK/2016 TElfTAlfG PBlI1J1IfJUKAlf KUASA 
PElfGGUlfA AlfGGARAIf (KPA). PEJABAT PEllBUAT KOIIITIIEIf 
(PPK). PEJABAT PElfAIfDATAlfGAlfAlf SURAT PERllfTAB 
IIIBIlBAYAR (PPSPII) DAIf BElfDABARA PBlfGBLUARAIf 
AlfOGARAIf PEIfDAPATAIf DAIf BBLAJlJA IfBGARA 
(APBIi)/DBKONSBIfTRALlSASI PADA BIRO TATA PEllBRllfTAHAIf 
UMUM SEKERTARIAT DARRAH PROVlll81 LAllPUlfG TABUII' 
AlfOGARAIf 2016 

KESATU	 Merubah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 
(PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan 
Umum sekretanat Daetah Provtns! uunJ)ung Tahun Anggatan 2016, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur 
Lampung Nomor : G/116/B.V/ HK/2016 tentang Penunjukan 
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPMI dan 
Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)/ Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum 
Sekretariat Daerah Provinei Lampung Tahun Anggaran 2016 
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputuean ini. 

Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
KEDUA	 dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi pada Biro Tata 

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 
Anggaran 2016 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung 
Nomor : G/1l6/B.V/ HK/2016, tentang Penunjukan Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat 
Penandatangan Surat Perintah Membayar (pPSPM) dan Bendahara 
Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ 
Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umwn Sekretariat 
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, 
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KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki 
daya laku surut terhitung mulai tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan 
tangga131 Desember 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian 
han ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan 
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal Il - s- 2016 

embusan: 
1.	 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta; 
2.	 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 
3.	 Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta; 
4.	 Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
5.	 Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jendral Perbendaharaan IPBNI 

Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
6.' Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung, 
7.	 Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
8.	 Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung; 
9.	 Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung; 
10.	 Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung: 
11.	 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung; 
12.	 Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung. 
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LAMPIRAN:	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 

NOMOR : GI:l(]e IBVIHKJ2016 
TANGGAL 1 ~ - S - 2016 

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABATIPNS YANG DlTUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABA T PEN ANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),
 
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI
 

PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 
TAHUN ANGGARAN 2016
 

NO. 

SURAT 
PENGESAH 
ANDAFTAR 

ISIAN 
PELAKSAN 

AAN 
ANGGARAN 

MATA 
ANGGARAN 

PROGRAMI 
KEGIATAN DANA (Rp) 

KUASA PENGGUNA 
ANGGARAN 

PEJABAT PEMBUAT 
KOMITMEN 

PEJABAT 
PENANDATANGAN 
SURATPERINTAH 

MEMBAYAR (PPSPM) 

BENDAHARA 
PENGELUARAN 

KETERANGAN 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. SP D1PA
010.08.3. 
12903112016 
07-12-2015 

(010) 
(08) 
(12) 

(129031 ) 

5.J62.66J.OOO,- Biro Tata 
Pemerintahan Urnum 
Setdaprov. Lampung 

1.1 SP DIPA
010.08.3. 
129031/2016 
07-12-2015 

010.08.10 Program Pcnataan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

5.J62.66J.OOO,- Drs. Intizam 
NIP. 19660226198610 I 001 

Pembina Tk. I (IV/b) 
Kepala Biro Tala Pemerintahan 

Umum Setdaprov. Lampung 

Budhi Ansori, SH 
NIP. 19760915 
200212 I 006 

Pcnata Tk.1 (III/d) 

Gunawan, S.Sos 
NIP. 19640522 
198702 I 001 

Pembina Tk. I (IVIb) 

Sonni Femandi, S.A.N 
NIP. 19830825 200902 

1002 
Penata muda Tk.I 

(1II/b) 

Biro Tala 
Pemcrintahan Umum 
Setdaprov. Lampung 

1.1.1 SP DIPA
010.08.3. 

010.08.10. 1267 Pengembangan Sistem 
Administrasi 

5.J62.66J.OOO,- Drs. Intizam 
NIP. 19660226 198610 1001 

Budhi Anson, SH 
NIP. 19760915 

Gunawan, S.Sos 
NIP. 19640522 

Sonni Fernandi, S.A.N 
NIP. 19830825200902 

Biro Tata 
Pemerintahan Umum 

~ 

12903112016 
07-12-2015 

Kependudukan (SAK) 
Terpadu. 

Pembina Tk. 1 (IV/b) 
Kepala Biro Tata Pemerintahan 

Umum Setdanrov. Lampung 

200212 I 006 
Penata Tk.l (lllld 

198702 I 001 
Pembina Tk. 1 (IV /b) 

1002 
Penata muda TkI 

(III/b) 

Setdaprov. Lampung 

, 

G, 

M. 


